BAB III

DESKRIPSI KEPAILITAN DI INDONESIA

A. Kepailitan di Indonesia.
1. Syarat untuk dapat mengajukan pailit.

Syarat perusahaan atau seorang dapat diajukan pailit berdasarkan pasal 2
ayat (1) Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan
kewajiban Pembayaran Utang adalah :

Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar

lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih,

dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya
sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.
2. Pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit.

Berdasarkan pasal 2 ayat (2), (3), (4), (5) Undang-undang Nomor 37 tahun
2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pihak
yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah ;

a. Kejaksaan untuk kepentingan umum

b. Bank Indonesia, dalam hal debitur adalah bank

c. Badan Pengawas Pasar Modal, dalam hal debitur adalah perusahaan efek,
bursa efek, Lembaga kliring dan penjaminan, Lembaga penyimpanan dan
penyelesaian.

d. Menteri keuangan, dalam hal debitur adalah Perusahaan Asuransi,

Perusahaan Reasuransi, Dana pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara

yang bergerak di bidang kepentingan publik
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3. Syarat yuridis pengajuan pailit :'

Adanya hutang

Minimal satu hutang telah jatuh tempo dan dapat ditagih
Adanya kreditur

Permohonan pernyataan pailit

Pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga

B. Langkah-langkah dalam proses kepailitan di Indonesia.

Langkah — langkah yang harus dipenuhi dalam proses kepailitan di

. o >
Indonesia antara lain :

1.

2.

Permohonan pailit.

Keputusan pailit yang telah berkekuatan hukum tetap, jangka waktu
permohonan pailit sampai keputusan pailit berkekuatan hukum tetap
adalah 90 hari.

Rapat verifikasi, adalah rapat pendaftaran utang-piutang, pada langkah
ini dilakukan pendataan berupa jumlah utang dan piutang yang dimiliki
oleh debitur. Verifikasi utang merupakan tahap yang paling penting
dalam kepailitan karena akan ditentukan urutan pertimbangan hak dari
masing-masing kreditur.

Perdamaian, jika perdamaian diterima maka proses kepailitan berakhir,
jika tidak maka akan dilanjutkan ke proses selanjutnya. Proses

perdamaian selalu diupayakan dan diagendakan.

" http//id.m.wikipedia.org/wiki/pailit diakses pada tanggal 07 Agustus 2017 pukul 13.00 wib.

2 Ibid.
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5. Homologasi akur, yaitu permintaan pengesahan oleh Pengadilan Niaga,
jika proses perdamaian diterima.

6. Insolvensi, yaitu suatu keadaan dimana debitur dinyatakan benar-benar
tidak mampu membayar, atau dengan kata lain jumlah harta debitur lebih
sedikit dengan jumlah hutangnya.

7. Pemberesan/likuidasi, yaitu penjualan harta kekayaan debitur pailit, yang
kemudian dibagikan kepada kreditur separatis, kreditur preferen, kreditur
konkuren, setelah dikurangi biaya-biaya.

8. Rchabilitasi, yaitu suatu usaha pemulihan nama baik kreditur, dengan
catatan jika proses perdamaian diterima, namun apabila perdamaian
ditolak maka tidak ada rehabilitasi.

9. Kepailitan berakhir

C. Daftar nama perusahaan/ pengusaha yang dinyatakan pailit di Indonesia.

Kepailitan yang dialami oleh perusahaan seringkali menimbulkan dampak
yang sangat serius baik terhadap keberlangsungan usaha perusahaan maupun
karyawan yang bekerja pada perusahaan tersebut. Pada dasarnya karyawan yang
perusahaannya dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga memiliki hak yang harus
di lakukan atau dipenuhi oleh perusahaan. Namun seringkali hak tersebut harus
berbenturan dengan hak yang dimiliki oleh kreditur-kreditur yang lain. Berikut
beberapa daftar perusahaan atau pengusaha yang dinyatakan pailit oleh

Pengadilan Niaga di Indonesia :
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1. PT. Integra Lestari 3

Pada tanggal 04 November 2014 Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Mojokerto mengajukan perlawanan kepada Tim Kurator PT. Integra Lestari,
perusahaan yang bergerak di bidang produksi kertas yang beralamatkan di
Desa Kembangsri, kecamatan Ngoro, kabupaten Mojokerto mengalami pailit
berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Surabaya pada tanggal 30 Juli 2013.
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mojokerto merasa dirugikan atau
diperlakukan secara tidak adil oleh Tim Kurator PT. Integra Lestari dalam
hal pembagian pembayaran hutang kepada para kreditur. Hutang pajak
debitur pailit setelah dilakukan penghitungan hutang yang diakui oleh
kurator ialah sebesar Rp. 15.001.560.248,00 kepada KPP Pratama
Mojokerto. Sedangkan hutang pajak yang telah dibayarkan kepada KPP
Pratama Mojokerto sebesar Rp. 10.318.032.679,00. Sehingga KPP Pratama
merasa dirugikan oleh Tim kurator. KPP Pratama Mojokerto merasa bahwa
mereka mempunyai hak untuk dibayarkan pihutang pajaknya lebih dahulu
daripada pembayaran pihutang kepada kreditur-kreditur yang lain,
sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1137 KUH Perdata yang
menyatakan bahwa “Hak untuk didahulukan milik negara, kantor lelang dan
badan umum lain yang diadakan oleh penguasa, tata tertib pelaksanaannya
dan lama jangka waktunya diatur dalam berbagai Undang-undang khusus

yang berhubungan dengan hal-hal itu. Hak didahulukan milik persekutuan

? http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-mojokerto/direktori/perdat akhusus/kepai-
litan/diakses pada tanggal 07 Agustus 2017 pukul 08.00 wib


http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-mojokerto/direktori/perdatakhusus/kepai-
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atau badan kemasyarakatan yang berhak atau yang kemudian mendapat hak
untuk memungut bea-bea diatur dalam Undang-undang yang telah ada
mengenai hal itu atau yang akan diaadakan.” Kemudian dalam Pasal 21 ayat
1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 3A Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah
beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 (UU KUP)
menyatakan : bahwa “Negara mempunyai hak mendahulu untuk hutang
pajak atas barang-barang milik penanggung pajak.”

Pihak tim kurator PT. Integra Lestari merasa apa yang mercka
lakukan sudah tepat. Mereka berdalih apa yang mereka putuskan sudah
sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-X1/2013
tanggal 11 September 2014 bahwa urutan pembagian terhadap upah
pekerja/buruh, kreditur separatis, hak-hak pekerja/buruh lainnya dan hak
negara dalam suatu proses kepailitan adalah sebagai berikut :

a. Upah pekerja/buruh

b. Kreditur separatis

c. Hak-hak pekerja/buruh lainnya

d. Tagihan hak negara, kantor lelang dan badan umum yang dibentuk
pemerintah

Berdasarkan pencatatan harta pailit PT. Integra lestari (debitur
pailit), bahwa harta pailit debitur adalah berupa tanah, bangunan dan srana
pelengkap lainnya, mesin-mesin dan peralatannya, alat berat, stock

persediaan barang serta inventaris kantor yang keseluruhannya merupakan
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aset yang dijaminkan kepada kreditur separatis yaitu PT. Bank CIMB Niaga,
Tbk., PT. Bank International Indonesia, Tbk., PT. Bank Negara Indonesia
(Persero), Tbk. Dan PT. Bank Victoria International, Tbk.

Berdasarkan Salinan Risalah lelang No. 834/2014 tangggal 23
September 2014 terhadap harta pailit PT. integra Lestari tersebut telah laku
terjual dalam lelang eksekusi sebesar Rp. 118.010.000.0000. Tim kurator
membagikan dana dari hasil pelelangan tersebut kepada kreditur separatis
sebesar Rp. 71.437.012.479. Karena dana hasil penjualan agunan milik
kreditur separatis masih ada yang belum dibagikan maka tim kurator
menyusun daftar pembagian tahap II harta pailit PT. Integra Lesatri yang
telah disetujui oleh hakim pengawas. Dana tersebut telah dibagikan kepada
kreditur separatis sebesar Rp. 30.000.000.000.

Tim kurator PT. Integra Lestari kemudian membagikan dana untuk
tagihan pesangon kepada 326 pekerja/buruh berdasarkan daftar pesangon
karyawan PT. Integra Lestari sebesar Rp. 7.007.817.872. Tim kurator
berpendapat bahwa tagihan pesangon lebih tinggi dari pada hak negara
berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI1/2013 yang
menyatakan bahwa kedudukan tagihan pesangon karyawan lebih tinggi dari
pada hak negara (/n Casu hutang pajak). Selanjutnya Tim kurator
melakukan pembagian dana kepada kreditur konkuren sebesar
Rp.53.795.646.839.

Tim kurator PT. Integra Lestari melanjutkan pembagian dana kepada

kreditur separatis sebesar Rp.380.606.607.811. dan yang terakhir tim kurator
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PT. integra Lesatri melakukan pembagian dana kepada KPP Pratama
Mojokerto berdasarkan kreditur preferen sebesar Rp.15.001.560.247,50.
Mereka berpendapat bahwa kedudukan kreditur separatis lebih tinggi dari
pada hutang pajak berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
67/PUU-X1/2013 tanggal 23 September 2014 menyatakan bahwa “tagihan
kreditur separatis lebih tinggi dari pada hak negara (/n casu hutang pajak),
sehinggga sisa dana tunai sebesar Rp.20.636.065.358.

Berdasarkan fakta pengadilan, Pengadilan Niaga Surabaya menyatakan
bahwa pembagian yang telah dilakukan oleh tim kurator PT. Integra Lestari
telah sesuai  dengan hukum dan tidak melangggar Undang-undang
sebagaimana yang telah didalilkan oleh KPP Pratama Mojokerto, melainkan
sebaliknya tim kurator PT. Integra Lestari telah memberikan perlindungan
terhadap kepentingan negara dalam hal ini KPP Pratama Mojokerto karena
tim kuartor PT. Integra Lesatri tetap memberikan bagian kepada KPP
Pratama Mojokerto sebesar Rp.10.318.032.679 padahal seharusnya
berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-X1/2013 tanggal
11 September 2014 KPP Pratama Mojokerto tidak mendapatkan bagian
apapun karena kreditur separatis sendiri belum mendapatkan bagiannya
secara penuh. Pengadilan Niaga Surabaya juga berpendapat kedudukan
pihutang pajak yang dimiliki oleh KPP Pratama Mojokerto keedudukannya
lebih rendah dari kreditur separatis dan tagihan pekerja/ buruh berdasarkan

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-X1/2013.
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2. CV. Citra Jaya4

CV. Citra Jaya yang beralamat di JI. Candi sukun Kav. 50 Rt. 001 Rw.
003 Kelurahan Babankeren Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang merupakan
perusahaan yang bergerak dalam perdagangan eceran barang-barang berbahan
plastik. Pada tanggal 6 Juni 2012 Irwanto Wijaya seorang wiraswasta yang
beralamat di JI. MT haryono 775 A, Rt. 006 Rw. 003, Kelurahan Candi,
Kecamatan Sandisari, Kota Semarang yang diwakili oleh kuasanya Dhoni
Prawasto, SH. dan kawan-kawan yang beralamat di JI. Pleburan Barat No. 17
Semarang mengajukan permohonan pailit terhadap CV. Citra Jaya kepada
Pengadilan Niaga Kota Semarang. Irwanto Wijaya yang merupakan pemilik
perusahaan perorangan UD. Mawar yang beralamat di JI. Dr. Ismail No. 59
Semarang merupakan mitra dagang dari CV. Citra Jaya dalam kurun waktu
yang cukup lama. Pada tanggal 6 Juli 2011 CV. Citra Jaya meminjam uang
kepada Irwanto Wijaya sebesar Rp. 181.238.000 serta sejumlah utang barang-
barang dagangan sebesar Rp. 23.379.250, jadi Total keseluruhan pinjaman CV.
Citra Jaya kepada Irwanto Wijaya sebesar Rp. 204.617.250. Hutang tersebut
telah jatuh tempo pada tanggal 05 Desember 2011, tetapi CV. Citra Jaya
belum pernah mengembalikan pinjaman tersebut kepada Irwanto Wijaya
padahal uang tersebut sangat diperlukan oleh Irwanto Wijaya untuk
kelancaran usaha. Irwanto Wijaya telah melakukan penagihan kepada CV.

Citra Jaya namun CV. Citra Jaya hanya memberikan janji belaka. Pada bulan

* http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-semarang/direktori/perdat akhusus/kepai-
litan/diakses pada tanggal 07 Agustus 2017 pukul 09.00 wib


http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-semarang/direktori/perdatakhusus/kepai-
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Februari 2012 CV. Citra Jaya kemudian memberikan sejumlah cek giro
sebagai jaminan pembayaran utangnya kepada Irwanto Wijaya. Namun setelah
dilakukan pencairan oleh Irwanto Wijaya cek tersebut ditolak oleh pihak bank
dengan alasan tidak ada dananya atau kosong. Selain memiliki hutang
terhadap Irwanto Wijaya, CV. Citra Jaya juga memiliki sejumlah hutang
kepada Bank Ganesha yang berkedudukan di JI. Suari Blok D No. 25/27
Semarang dengan jumlah utang Rp. 9.000.000.000, Bank BNI yang
berkedudukan di JI. MT Haryono, No. 16 semarang dengan jumlah Rp.
4.600.000.000, Johny Surya beralamat di JI. Arioloka No. 29, Kota Semarang
dengan jumlah Rp. 42.000..0000. Setelah melalui persidangan yang panjang,
akhirnya Pengadilan Niaga Kota Semarang menyatakan CV. Citra Jaya pailit

dengan segala akibat hukumnya.

3. PT. Dastech’

PT. Dastech merupakan Perseroan Terbatas yang berkedudukan di
Ruko Plazza Del Espana Jl. Kalimantan No. 55 Lippo Karawaci,
Panunggungan Barat, Cibodas Tangerang merupakan perusahaan yang
bergerak di bidang general supplier bahan kontraktor. Pada tanggal 5 April
2016 Salman Maghfiron, yang beralamat di Pondok safari JI. Wijaya Kusuma

BI No. 2 Jurang mangu Pondok Aren Tangerang Selatan yang diwakili oleh

5

http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-jakarta-

pusat/direktori/perdatakhusus/kepai-
litan/diakses pada tanggal 07 Agustus 2017 pukul 09.15 wib


http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-jakarta-pusat/direktori/perdatakhusus/kepai-
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-jakarta-pusat/direktori/perdatakhusus/kepai-
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kuasanya Roesmajin, SH., Advokat yang berkantor di JI. Raya Lempung tama
No. 15, Surabaya mengajukan permohonan pailit terhadap PT. Dastech
melalui pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Salman Maghfiron berdalih bahwa
PT. Dastech tidak mau melakukan pelunasan atas hutang yang dimiliki kepada
salman maghfiron selaku kreditur PT. Dastech sebesar Rp. 500.000.000.
Hingga berakhirnya perjanjian, PT. Dastech belum menyelesaikan
kewajibannya untuk melunasi hutangnya kepada kreditur. Sehingga pada
tanggal 21 Oktober 2013 Salman maghfiron selaku kreditur melayangkan
somasi kepada PT. Dastech namun tidak ada tanggapan dari PT. Dastech. PT.
Dastech berharap kreditur dalam hal ini Salman Maghfiron menahan diri agar
tidak mempailitkan PT. dastech karena apabila PT. Dastech diputus oleh
Pengadilan Niaga pailit maka akan semakin sulit untuk melunasi hutang-
hutangnya kepada para kreditur. PT. Dastech juga berdalih mereka sedang
dihadapkan permasalahan belum dibayarkannya uang pesangon karyawan serta
kewajiban lain seperti hutang pajak. Setelah melalui proses persidangan yang
panjang, akhirnya Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan PT. Dastech

pailit dengan segala akibat hukumnya.

4. PT. Asian Gold Concept®
PT. Asian Gold Concept berkedudukan di Menara palma Lt. 10/2 Jl.

HR. Rasuna Said Kav. 6 Blok X2 merupakan perusahaan yang bergerak di

Shttp://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-jakarta-pusat/direktori/perdat akhusus/kepai-
litan/diakses pada tanggal 07 Agustus 2017 pukul 09.20 wib


http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-jakarta-pusat/direktori/perdatakhusus/kepai-
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bidang investasi berupaa emas. Pada tanggal 11 Februari Nedi Putra Mulia
yang bertempat tinggal di Pejaten Timur Rt.007/009 Pasar Minggu yang
diwakili oleh kuasanya Sabar Nababan, SH. Dan kawan-kawan, yang
berkantor di JI. Kemuning Indah Blok KB No. 10 Bekasi mengajukan
permohonan pailit terhadap PT. Asian Gold Concept ke Pengadilan Niaga
Jakarta Pusat. Nedi Putra Mulia awalnya melakukan investasi berupa emas
kepada PT. Asian Gold Concept karena tergiur dengan janji PT. Asian Gold
Concept bahwa investasi ini akan memberikan pendapatan bulanan adanya
keuntungan yang diperoleh cukup bagus. Kemudian Nedi Puta Mulia
melakukan kerjasama dengan PT. Asian Gold Concept dengan memberikan
modal berupaa emas pada tanggal 1 Agustus 2012 sebanyak 100 gram emas
seharga Rp. 67.500.000. PT. Asian Gold Concept memberikan harga 1
gramnya dengan Rp. 675.000. Untuk itu nedi Putra Mulia meninvestasikan
100 gram emas dan dari 100 gram ia mendapatkan keuntungan Rp. Rp.
8.100.000 untuk jangka waktu 6 bulan sesuai perjanjian. Namun dalam jangka
waktu 6 bulan mulai tanggal 1 Agustus 2012 dan berakhir tanggal 1 Februari
2013 PT. Asian Gold Concept tidak juga membayar sejumlah uang yang telah
disepakati dalam perjanjian total Rp. 68.850.000 dengan perincian hutang
pokok sebesar Rp. 67.500.000, keuntungan Rp. 1.350.000. PT. Asian Gold
Concept juga memiliki hutang kepada kreditur lain yaitu Abdul salam Jaelani
yang beralamat di JI. Kayu manis No. 125 RT.006/005 Balekambang
Kramatjati, Jakarta Timur. PT. Asian Gold Concept juga tidak mampu

membayar hutangnya kepada kreditur tersebut yang dibuktikan dengan adanya
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somasi dari Abdul salam Jaelani. Sehingga setelah melalui persidangan,
akhirnya Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan PT. Asian Gold Concept

pailit dengan segala akibat hukumnya.

5. Tuan hadi Gunawan Kuntjoro (Pemilik UD. Exim Putra Khatulistiwa)’

UD. Exim Putra Khatulistiwa yang berkedudukan di JI. K.H. Maulana
hasanuddin No. 73 Kel. Poris gaga Kec. Batu Ceper Tangerang merupakan
perusahaan yang bergerak di bidang jual beli spare part sepeda motor. Pada
tanggal 12 November 2009 PT. Dwi jaya bersama, yang berkedudukan di JI.
Majapahit No. 218 A kel. Kalicari Kec. Pedurungan Semarang yang diwakili
oleh Bambang Santoso selaku direktur perseroan yang berkantor cabang di Jl.
Pengasingan Raya No. 290 Kel. Pengasingan Kec. Rawa Lumbu Kotamadya
Bekasi dan PT. berlian Jaya Perkasa yang berkedudukan di JI. Majapahit No.
218 A kel. Kalicari Kec. Pedurungan Semarang dan berkantor cabang di Jl.
Cimahi Utara, Bandung yang diwakili oleh kuasanya Victor Budi rahardjo,
SH. yang berkantor di Jl. Tambak Mas I/CM.26 Semarang mengajukan
permohonan pailit terhadap Tuan Hadi Kuntjoro (pemilik UD. Exim Putra
Khatulistiwa).

PT. Dwi Jaya Bersama ialah perusahaan yang bergerak di bidang
distributor Spareparts Yamaha Genuine dan Suzuki Genuine telah melakukan

kerjasama bisnis dengan UD. Exim Putra Khatulistiwa. UD. Exim Putra

7 http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-semarang/direktori/perdat akhusus/kepai-
litan/diakses pada tanggal 07 Agustus 2017 pukul 09.25 wib
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Khatulistiwa telah melakukan transaksi jual beli spareparts Yamaha Genuine
dan Suzuki Genuine dengan PT. Dwi Jaya Bersama. Akan tetapi sampai
dengan hutang atas pembelian barang tersebut telah jatuh tempo pada tanggal
12 Oktober 2009 belum dibayarkan oleh UD. Exim Putra Khatulistiwa
sehingga PT. Dwi Jaya Bersama mendapatkan kerugian sejumlah Rp.
669.751.540.

PT. Dwi Jaya Bersama telah berkali-kali melakukan penagihan kepada
UD. Exim Putra Khatulistiwa akan tetapi UD. Exim Putra Khatulistiwa tidak
mampu membayar hutang atas pembelian barang-barang tersebut dengan
alasan UD. Exim Putra Khatulistiwa masih memiliki tagihan piutang yang
belum dibayar oleh pihak ketiga sehingga Ud. Exim Putra Khatulistiwa
mengalami kerugian yyang signifikan. Selain memiliki hutang kepada PT.
Dwi jaya Bersama, UD. Exim Putra Khatulistiwa juga mempunyai hutang
kepada PT. Berlian Jaya Perkasa sejumlah Rp. 2.473.063.600. Setelah melalui
proses persidangan , Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan Hadi
Gunawan Kuntjoro selaku pemilik UD. Exim Putra Khatulistiwa pailit

dengan segala akibat hukumnya.

6. PT. Palur Raya®
PT. Palur Raya merupakan perusahaan yang beralamat di Jl. Solo-

Sragen KM. 6.5 , Karanganyar, Surakarta, jawa Tengah yang bergerak di

¥ http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-semarang/direktori/perdat akhusus/kepai-
litan/diakses pada tanggal 07 Agustus 2017 pukul 09.30 wib
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bidang kuliner. Pada tanggal 13 April 2012 PT. Orix Indonesia Finance yang
beralamat di wisma KEIAI lantai 24, Jl. Jend. Sudirman Kav. 3-4, Jakarta
yang diwakili oleh kuasa hukumnya Jamaslin Purba SH. dan kawan-kawan
yang beralamat di JI. Jend. Sudirman Kav 7-8, Jakarta mengajukan
permohonan pailit terhadap PT. Palur Raya melalui Pengadilan Niaga
Semarang. PT. Orix Indonesia Finance adalah perusahaan yang bergerak di
bidang pembiayaan yang mencakup pembiayaan sewa guna, anjak piutang,
kartu kredit dan pembiayaan konsumen. PT. Orix Indonesia Finance telah
memberikan fasilitas sewa guna usaha sebanyak 8 kali kepada PT. Palur Raya
dengan total Rp. 12.672.107.966 dan USD 77.423,56 dengan perjanjian sewa
guna usaha dengan hak opsi. Hingga hutang tersebut telah jatuh tempo PT.
Palur Raya tidak melakukan pelunasan pembayaran utang tersebut kepada PT.
Orix Indonesia Finance. Selain mempunyai hutang kepada PT. Orix Indonesia
Finance, PT. Palur Raya juga mempunyai hutang kepada kreditur lain yaitu
CIMB Semarang, Tbk. Cabang Semarang dengan menjaminkan sejumlah
asset. Setelah melalui persidangan, akhirnya Pengadilan Niaga menyatakan

PT. Palur Raya pailit dengan segala akibat hukumnya.

7. PT. Indonesia Antique9
PT. Indonesia Antique yang beralamat di Rt.02 Rw. 05, Gatak,

Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah merupakan perusahaan yang bergerak di
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bidang eksportir mebel. Pada tanggal 07 Mei 2012 Hendrianto Muliawan yang
beralamat di Baranang Siang Indah C 7 No. 3 Bogor, Jawa Barat serta Agung
Hariyono yang beralamat di Jl. Pemuda No. 40 Rt. 40 Rw. 05 Desa
Siswodipan, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah
mengajukan permohonan pailit terhadap PT. Indonesia Antique dan Wahyu
Hanggono selaku Direktur PT. Indonesia Antique.. Pada tanggal 10 Januari
2010 Wahyu Hanggono yang bertindak dalam jabatannya sebagai direktur di
PT. Indonesia Antique telah melakukan perjanjian hutang-piutang dengan
Hendrianto Muliawan sebesar Rp. 50.000.000. Dalam perjanjian tersebut
disepakati pengembalian atau pembayaran hutang pada tanggal 10 April 2010.
Pada saat jatuh tempo Hendrianto Muliawan telah meminta kepada Wahyu
Hanggono untuk melakukan pembayaran atas hutang tersebut, namun Wahyu
Hanggono selaku direktur PT. Indonesia Antique belum melakukan
pembayaran. Sehingga Hendrianto Muliawan melayangkan somasi kepada PT.
Indonesia Antique sampai 2 kali, namun tetap tidak ada itikad baik dari PT.
Indonesia Antique. PT. Indonesia Antique juga memiliki hutang kepada
Agung Hariyono sebesar Rp. 90.000.000 sebagaimana dalam perjanjian yang
dibuat pada tanggal 15 April 2011. Dalam perjanjian tersebut telah disepakati
oleh kedua belah pihak bahwa pengembalian hutang tersebut akan dilakukan
pada tanggal 15 oktober 2011 secara seketika. Pada tanggal 15 Oktober 2011
Agung Hariyono telah melakukan penagihan kepada PT. Indonesia Antique
namun PT. Indonesia Antique belum bisa melakukan pembayaran dengan

alasan kesulitan bisnis. Selanjutnya Agung Hariyono melayangkan somasi
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kepada PT. Antique hingga 3 kali namun PT. Indonesia Antique tidak juga
melakukan pembayaran. Setelah melalui persidangan, akhirnya Pengadilan
Niaga menyatakan PT. Indonesia Antique dan Wahyu Hanggono pailit dengan

segala akibat hukumnya.

8. Tn. Jung Dianto'

Tn. Jung Dianto beralamat di JI. Baturan raya Blok A-3 Rt. 06/03
Baturan, Colomadu Karang Anyar Surakarta merupakan seorang pengusaha di
Bidang plastik. Pada tanggal 28 Agustus 2007 melakukan perjanjian kredit
pinjaman rekening koran dengan PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk yang
berkedudukan di Jakarta Pusat di hadapan Notaris Ina Megahwati, SH. PT.
Bank Internasional Indonesia menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit
dalam bentuk fasilitas pinjaman rekening koran (Overdraft Loan) sampai
jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp. 1.000.000.000 untuk jangka waktu
terhitung 28 Agustus 20007 sampai dengan 28 Agustus 2008 berikut setiap
perpanjangannya. Untuk menjamin pembayaran kembali segala sesuatu yang
terhutang oleh Tn. Jung Dianto (debitur) kepada Bank berdasarkan fasilitas
kredit, Tn. Jung Dianto memberikan jaminan kepada bank berupa beberapa
bidang tanah serta jaminan fidusia. . Setelah hutang itu jatuh tempo, pada
tanggal 28 Agustus 2008 PT. Bank Internasional Indonesia melakukan

penagihan pembayaran agar sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian

' http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-semarang/direktori/perdatakhusus/kepai-
litan/diakses pada tanggal 07 Agustus 2017 pukul 09.40 wib


http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-semarang/direktori/perdatakhusus/kepai-

70

kredit. Namun Tn. Jung Dianto telah cidera janji (wanprestasi) kepada PT.
Bank Internasional Indonesia , sehingga PT. Bank Internasional Indonesia
melayangkan surat peringatan (somasi) kepada Tn. Jung Dianto hingga 3 kali
namun T. Jung Dianto tetap tidak ada itikad baik untuk melakukan
pembayaran hutangnya kepada PT. Bank Internasional Indonesia.  Selain
memiliki hutang terhadap PT. Bank Internasional Indonesia Tn. Jung Dianto
juga memiliki hutang kepada PT. Bank UOB Indonesia cabang Solo yang
beralamat di JI. Urip Sumoharjo No. 13-17 dan telah jatuh tempo tertanggal
31 Januari 2012. Pada tanggal tanggal 15 Maret 2012 PT. Bank Internasional
Indonesia yang diwakili oleh kuasa hukumnya H. Djarot Widjayanto, SH.
MH., dan kawan-kawan yang beralamat di JI. Pospanjolo Tengah VI No. 6
Semarang mengajukan permohonan pailit terhadap Tn. Jung Dianto. Setelah
melalui proses persidangan yang panjang, akhirnya Pengadilan Niaga Jakarta

Pusat menyatakan Tn. Jung Dianto pailit dengan segala akibat hukumnya.

9. PT. Riverside Indonesia."’
PT. Riverside Indonesia Indonesia yang beralamatkan di Jl. Gajah
Raya No. 28 Blok A-7, kelurahan Siwalan , Kecamatan Gayamsari, Kota
Semarang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha finishing
mebel. Pada tanggal 12 januari 2015 Yakub Iwan Widiarto, yang beralamat di

JI. Sidomulyo 11/04 Rt. 009 Rw. 020, Kelurahan Muktiharjo Kidul, Kec.

' http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-semarang/direktori/perdatakhusus/kepai-
litan/diakses pada tanggal 07 Agustus 2017 pukul 09.45 wib


http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-semarang/direktori/perdatakhusus/kepai-

71

Pedurungan, Kota Semarang serta Jeremy Kurniawan Siaw yang beralamat di
JI. Anggrek VII/4-A Rt. 04 Rw. 05 Kelurahan Pekunden Kecamatan Semarang
Tengah, Kota Semarang yang diwakili oleh kuasa hukumnya mengajukan
permohonan pailit terhadap PT. Riverside Indonesia. Yakub Iwan Widiarto
merupakan pengusaha yang bergerak di bidang supplier bahan baku mebel.
Pada tanggal 09 Januari 2013 ia memberikan pinjaman kepada PT. Riverside
Indonesia sebagai tambahan modal usaha sebesar Rp. 1.000.000.000 dengan
pemberian keuntungan 5% per bulan dengan batas pengembalian satu tahun.
Namun setelah jatuh tempo tepatnya tangggal 09 Januari 2014 Utang tersebut
belum juga dibayar oleh PT. Riverside Indonesia. Yakub Iwan Widiarto secara
kekeluargaan memberikan teguran secara tertulis kepada PT. Riverside
Indonesia agar mengembalikan pinjamannya tersebut, tetapi PT. Riverside
Indonesia tidak mampu mengembalikan pinjamannya dengan alasan masih
memiliki (piutang) yang belum dibayar oleh pihak ketiga, sehingga PT.
Riverside Indonesia tidak dapat membayar hutang yang telah jatuh tempo
maupun ganti keuntungan yang telah diperjanjikan sebesar 5% per bulan.
Yakub Iwan Widiarto merasa dirugikan sejumlah pinjaman pokok Rp.
1.000.000.000 ditambah pembagian keuntungan sebesar 5%x12 bulan =
600.000.000 dengan total Rp. 1.600.000.000. Selain memiliki hutang kepada
Iwan Yakub Widiarto, PT. Riverside Indonesia juga memiliki hutang kepada
Jeremy Kurniawan Siaw sebesar Rp. 800.000.000 dan telah jatuh tempo pada
tanggal 11 April 2014. PT. Riverside Indonesia juga sepakat untuk

memberikan pembagian keuntungan sebesar 5% kepada Jeremy Kurniawan
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Siaw setiap bulannya, sehingga total jumlah hutang PT. Riverside Indonesia
kepada Jeremy Kurniawan Siaw sebesar Rp. 1.280.000.000, namun hutang
tersebut belum dibayarkan kepada Jeremy Kurniawan Siaw hingga hutang
tersebut telah jatuh tempo pada tanggal 11 April 2014. Setelah melalui
persidangan yang panjang akhirnya Pengadilan Niaga menyatakan PT.

Riverside Indonesia pailit dengan segala akibat hukumnya.

10. PT. Nyonya Meneer'?

Produsen Jamu PT. Nyonya Meneer (PT. Njonja Meneer) yang
beralamat di JI. Raden patah 191-199 Semarang, Indonesia ditetapkan pailit
oleh Pengadilan Niaga Semarang pada tanggal 3 Agustus 2017. PT. Nyonya
Meneer merupakan pelopor produsen jamu di Indonesia, dimana perusahaan
ini telah berdiri sejak tahun 1919. Sebelumnya pada 8 Juni 2015 PT. Nyonya
Meneer mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
(PKPU) kepada Pengadilan Niaga Semarang dan diterima oleh Majelis
Hakim yang menangani perkara ini. PT. Nyonya Meneer memiliki total 35
Kreditur. Total utang PT. Nyonya Meneer kepada seluruh krediturnya
mencapai Rp. 250.000.000.000. Diantaranya utang pada PT. Nata Merdian
Investara (NMI) Rp. 110.000.000.000, PT. NMI masuk dalam kategori
kreditur konkuren karena tidak memegang jaminan kebendaan, kreditur
separatis, Bank Papua sebesar Rp. 68.500.000.000, kreditur preferen antara

lain utang pajak yang terhitung sejak 2009-2012 sebesar Rp. 20.000.000.000
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dan tagihan pensiun pekerja mencapai Rp. 10.000.000.000. Majelis hakim
menyatakan PT. Nyonya Meneer harus merestrukturisasi utang lewat PKPU
per Januari 2015. Para kreditur dan PT. Nyonya Meneer pun dapat mencapai
suatu titik temu dalam suatu perjanjian perdamaian. Kemudian berselang 2
tahun, pada pertengahan 2017 Hendrianto Bambang Santoso yang merupakan
pemasok bahan-bahan baku jamu Nyonya Meneer mengajukan pembatalan
perdamaian.Hendrianto Wijaya juga termasuk ke dalam kreditur konkuren
dengan memiliki piutang sebesar Rp. 7.000.000.000. terhadap PT. Nyonya
Meneer. Hendrianto Wijaya yang diwakili oleh kuasa hukumnya, Eka
Windiarto menjelaskan bahwa ia belum menerima pembayaran utang oleh
PT. Nyonya Meneer padahal dalam proposal, PT. Nyonya Meneer
menjanjikan pembayaran selama lima tahun dengan cara dicicil lewat bilyet
giro. Namun setelah giro tersebut dicairkan mendapat penolakan dari pihak
Bank karena giro tersebut kosong. Oleh karena dianggap sudah tidak
memiliki itikad baik, sehingga Hendrianto Wijaya menempuh jalur hukum.
Setelah melalui persidangan yang panjang, akhirnya Pengadilan Niaga
Semarang menyatakan PT. Nyonya Meneer pailit dengan segala akibat

hukumnya.



